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Abstrak
 

Sistem pemerintahan di Indonesia yang mengatur hubungan antara pusat-daerah telah terjadi perubahan

yang mendasar semenjak dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan

keaua UU tersebut, daerah diberikan kewewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganganya

sendiri, termasuk bidang keuangan (fiscal decenUalisatlon) dimana daerah diberikan hak untuk menggali

sumber-sumber pendapatan asli daerah (generating revenue). Kreativitas daerah yang Iidak terkontrol dalam

menggali sumbersumber pendapatan asli daerah, dikhawatirkan berdampak distortifterhadap para pelaku

ekonomi dan pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. PT. Pelabuhan

Indonesia II sebagai BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang pada awal pelaksanaan otonomi

harus menghadapi serangkaian tuntutan dari daerah-daerah di wilayah perusahaan beroperasi. Tuntutan-

tuntutan dan kreativitas daerah tersebut diajukan oleh daerah dalam rangka meninkatkan penerimaan PAD.

Studi ini dimaksudkan hendak mengkaji bagaimana dampak upaya penggalian peneriman PAD yang

dilakukan oleh daerah dalam rangka otonomi, terhadap kegiatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia II.

Kreativitas daerah dalam menggali sumber-sumber PAD diawal pelaksanaan otonomi menunjukkan adanya

peningkatan penerimaan PAD yang signifikan dibandingkan sebelum otonomi. Analisis yang dilakukan

menunjukkan bahwa di sebagian daerah penelitian yaitu di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang,

peningkatan penerimaan PAD tersebut semra nyata berdampak negatif terhadap pendapatan PT. Pelabuhan

Indonesia II Cabang Ciwandan Banten yang beroperasi di wilayah tersebut. Sedangkan di daerah-daerah

lainnya pada umumnya belum menunjukkan dampak yang nyata terhadap pendapatan Cabang Pelabuhan

yang beroperasi di masing-masing daerah. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang secara kreatif telah

menerbitkan dan melaksanakan secara penuh perda-perda tentang pajak jasa pelabuhan dan retribusi jasa

pelabuhan dan mendirikan BUMD bidang jasa kepelabuhanan. Pajak/retribusi tersebut, dikenakan terhadap

subyek pajak/retribusi alas obyek pajak/retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan Pelabuhan

Cabang Ciwanda Banten. Demikian juga BUMD tersebut, didirikan dengan maksud mengambilalih kegiatan

pelayanan jasa pelabuhan dad PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Ciwandan Banten. Kewenangan

pemungutan pajak/retribusi (taxing power) tersebut didasari oleh kewenangan penyelenggaraan pelabuhan

yang masih dalam sengketa/konflik, dimana sebelum otonomi, kewenangan penyelenggaraan pelabuhan

sepenuhnya berada di pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia

II sebagai BUMN yang ditunjuk. Sebagian daerah lainnya telah menerbitkan perda-perda sejenis namun

belum diterapkan secara penuh sehingga belum berdampak pada penerimaan pendapatan PT. Pelabuhan
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yang beroperasi di wilayahnya. Beberapa daerah lainnya telah menyiapkan regulasi dibidang kepelabuhanan

dan bersikap 'wait and see; menunggu kepastian kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang masih dalam

sengketa/konflik antara pemerintah kota/kabupaten/propinsi disatu pihak dengan dengan Pemerintah Pusat

di pihak lain. Dibidang Kepelabuhanan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 dan

UU No 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah masing-masing dengan UU No 32 tahun 2004 dan UU No

33 tahun 2004, adalah masih ditemuinya perbedaan persepsi diantara stakeholders, terutama antara

Pemerintah Kota/Kabupaten /Provinsi di satu pihak dengan PT. Pelabuhan Indonesia II dan Pemerintah

Pusat di lain pihak, sehingga mengakibatkan munculnya konflik diantara kedua pihak. Berdasarkan jenis

permasalahannya, konflik yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis konflik, yaitu: 1) Konflik

kewenangan pengelolaan pelabuhan; 2) Konflik penerimaan pendapatan asli daerah; 3)Konflik pengakuan

eksistensi hak-hak masyarakat lokal. Pada dasarnya, daerah menuntut agar semua regulasi dibidang

kepelabuhanan disesuaikan dengan UU No 22 tahun 1999 dimana daerah mengklaim bahwa berdasarkan

UU tersebut, peyelenggaraan pelabuhan menjadi kewenangan daerah. Sementara itu, dengan dasar yang

lama, pemerintah pusat bertahan bahwa penyelenggaraan pelabuhan tetap menjadi kewenangan pemerintah

pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada BUMN. Seiring perjalanan waktu, konflik kewenangan ini

semakin melebar diantara kedua pihak. Potensi konflik kewenangan ke depan masih terbuka lebar sepanjang

belum ada kepastian hukum yang mengatur batasan-batasan kewenangan penyelenggaraan pelabuhan yang

diberikan dari pemerintah kepada daerah yang dapat diterima oleh semua pihak (stakeholders). Selain itu,

daerah menuntut kontribusi PT. Pelabuhan Indonesia II yang beroperasi di wilayahnya untuk meningkatkan

penerimaan PAD. Bentuk tuntuntan tersebut antara lain berupa tuntutan pembagian pendapatan/revenue,

tuntutan penerimaan royalty, tuntutan kepemilikan saham, dan pembagian laba BUMN sebagai dana alokasi

umum yang dibagikan secara langsung kepada daerah. Sementara itu kreativitas daerah menggali sumber-

sumber PAD melalui pajak dan retribusi jasa kepelabuhanan menimbulkan konflik baru, mengingat subyek

dan obyek pajak/retribusi tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan PT. Pelabuhan Indonesia II

yang diambilalih oleh daerah. PT. Pelabuhan Indonesia II juga menghadapi tuntutan-tuntutan dari

masyarakat total hampir diseluruh daerah untuk mendapatkan pengakuan eksistensi ha-hak masyarakat

lokal. Bentuk tuntutan tersebut antara lain partisipasi menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial,

kesempatan kerja, penyelamatan lingkungan dan sumbangan untuk kegiatan lokal. Di daerah tertentu

intensitas tuntutan sampai pada pengerahan massa secara fisik. Upaya penyelesaian sengketa kewenangan

dalam pengelolaan kepelabuhanan dapat diselesaikan dengan adanya kepastian hukum tentang batas-batas

kewenangan di antara para stakeholders dengan mengakomodir trend desentralisasi. Dengan tujuan efsiensi,

pengelolaannya haruslah dilakukan oleh kedua pihak secara concurrent dimana kewenangan

penyelenggaraan pelabuhan tingkat nasional dan internasional tetap dipegang oleh pemerintah pusat,

sedangkan pelabuhan tingkat regional dan lokal masing-masing diserahkan kepada daerah propinsi dan

daerah kota/kabupaten. Karena derajat ekstemalitasnya yang Iuas, maka untuk mengatur bidang

kepelabuhanan, diperiukan peraturan khusus yang "berterima umum" oleh semua unsur masyarakat secara

nasional, sehingga level peraturan yang paling sesuai adalah undang-undang khusus bidang kepelabuhanan.

Daerah dalam menggali sumber-sumber baru penerimaan PAD haruslah memperhatikan adanya resistensi

dan potensi konflik dengan pihak terkait dan haruslah didasari oleh kewenangan yang jelas dan pasti.

Sedangkan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan eksistensi hak-hak masyarakat lokal, disarankan sebaiknya

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II dalam melaksanakan program community development agar lebih

"didaerahkan" dengan prioritas wilayah kerja yang intensitas konfliknya tinggi dan menjalin kerjasama



dengan pemerintah daerah secara intensif.

<hr><i>Government system in Indonesia that regulate relationship between central - regional have been

changed basically since implemented Laws No. 22, 1999 as has been changed to Laws No. 32, 2004 of

Regional Government and Laws No. 25, 1999 as has been changed to Laws No. 33, 2004 Of Financial

Balance Between Central and Regional. Based on the both Laws, regional is given wider authority to

manage its own district, including of financial (fiscal decentralization) in which the regional is given right to

obtain its regional native sources outcome, it is worried will have impact of distort over the financial actors

and its turn will have negative impact over the national financial. PT. Pelabuhan Indonesia II as BUMN is

one of financial actors that on the beginning of autonomy implementation must face serial of claim from the

regional in which the company operate. The claims and creativity of the regional is delivered by regional in

order to optimize PAD acceptance. This study is meant to analyst how the optimize impact of PAD

acceptance that implemented by the regional in order of autonomy, over the business activity of PT.

Pelabuhan Indonesia II. Regional creativity in obtain PAD resources in the beginning of autonomy shows

that there is significant increasing of PAD acceptance if compared before autonomy. The analyst that have

been done shows that in part of analyzed districts that is in Cilegon city and Serang District, increasing of

PAD acceptance in fact have negative impact over the outcome of PT. Pelabuhan Indonesia II Branch

Ciwandan Banten that operate in the regional. Meanwhile in the other districts in generally have not shown

the true impact over the outcome of Branch Pelabuhan (hat operated in each district. Cilegon city and

Serang District creatively have issued and fully implemented the regional regulations of port tax services

and port service retribution also establish BUMD in field of port services. The taxes 1 retributions , is

charged to the tax I retribution subject over the tax I retribution object that also is a resource of port outcome

of Banten Ciwanda Branch. Also with the BUMD, is established by purpose of to lake over service activity

of PT. Pelabuhan Indonesia II Banten Ciwandan II Branch. The authority of tax 1 retribution collection

(taxing power) is based on authority of fully port implementation that still in conflict, in which before

autonomy, authority of fully port implementation is on central government that its implementation is fully

authorized to PT. Pelabuhan Indonesia II as the appointed BUMN. Some of the other regional have issued

the similar regional regulations but have not fully implemented yet so have not impact yet over the PT.

Pelabuhan's outcome that operated in its regional. Some of the other regional have prepare regulation in

field of port and nature of "wall and see", waiting for certainty of port implementation authority that still in

conflict between government of city I district I province in one party with Central Government in the other

party. In field of port, the principal matter of implementation Laws No. 22, 1999 and Laws No. 25, 1999 as

have been changed to each Laws No. 32, 2004 and Laws No. 33, 2004, is still founded the difference of

perception between stakeholders, especially between Government of city 1 District 1 Province in one side

and PT. Pelabuhan Indonesia II and Central Government in the other side, so arise the conflict between the

both parties. Based on the kind of its cases, conflict that arise can be classified become three kind of

conflict, that is : 1) Port Operational Authority Conflict; 2) Regional Native Outcome Acceptance Conflict;

3) Admission of Local Community Rights Existence Conflict. Basically, the regional requires in order al

regulation in field of port is adjusted to Laws No. 22, 1999 in which the regional claim that based on the

Laws, port implementation become to regional authority. Meanwhile, with the same basic, central

government keep maintain that port implementation still become the authority of central government that its

implementation is authorized to BUMN. Together with passing the time, this authorization conflict become

more and more wider between the both parties. Authorization conflict potency in the future is still open



widely as long as there is not law certainty that regulate limitation of port implementation authority that

given from government to regional that acceptable by all parties (stakeholders). Beside that, regional claim

contribution of PT. Pelabuhan Indonesia that operate in its regional to increase PAD acceptance. Kind of the

claim are the claim for revenue proportion, royalty acceptance, share ownership, and BUMN profit

proportion as general allocation fund that delivered directly to the regional. Meanwhile the regional

creativity to obtain PAD new resources through tax and port service retribution arise new conflict, to remind

subject and object of tax l retribution is one of sources of PT. Pelabuhan Indonesia 11 that taken over by

regional. PT. Pelabuhan Indonesia II also facing the claims from local community almost in all regional to

get confession of local community rights existences. Kind of the claims are participation to facilitate public

and social facility, working chances, environment safety and aid for local activity. At the certain regional

claim intensity until the forcing of mass physically. The effort to resolve the conflict of authority in port

operational can be resolved with the existence of law certainty about limitation of authority between

stakeholders by accommodate decentralization trend. By the purpose of efficiency, its operational must be

done by both parties concurrently in which the authority of port implementation in national and international

level is still hold by central government, meanwhile the regional and local port is authorized to province and

regional district. Because of its externality is wide, so to manage the field of port, is needed special

regulations that "general acceptance" by all community sectors nationally, so the most suitable regulation

level is special laws in filed of port. Regional in obtain new resources of PAD acceptance must concern the

existence of resistance and conflict potency with the related party and must be based on the clear and certain

authority. To cover the claim of local community right existences, it is better of PT. Pelabuhan Indonesia II

in implementing community developing program in order more "regionalized" with working district priority

that its conflict intensity is high and make relationship with regional government intensively.</i>


